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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mewajibkan
pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan
daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan
nasional. Dokumen perencanaan pembangunan yang disusun
harus dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu dan
berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses untuk
merancang perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Disamping
itu perencanaan pembangunan merupakan tahap awal dalam
proses pembangunan sebagai pedoman/acuan dasar bagi
pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan mendayagunakan
potensi atau berbagai sumber daya yang tersedia. Melalui
perencanaan yang baik diharapkan mampu mengatasi berbagai
permasalahan pembangunan yang dihadapi dan mengem-bangkan
potensi yang dimiliki guna meningkatkan daya saing daerah dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan yang dilaksanakan untuk dasar pembangunan
tahunan dituangkan dalam dokumen yang telah diamanatkan oleh
tata aturan yang berlaku secara nasional yaitu Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran RPJMD
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, memuat rancangan kerangka
ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja
dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja
Pemerintah (RKP).

Secara umum dalam proses pembangunan, RKPD
merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan



demikian Kepala daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan
Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran.
KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan
sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.

Sebagai dokumen perencananaan tahunan daerah, RKPD
mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:
1) RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan
penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala
daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan
kegiatan pembangunan tahunan daerah; 2) RKPD memuat arahan
operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
tahunan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renja-SKPD); 3) RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan
DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan
menentukan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara yang
selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); 4) RKPD
merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap
pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana
capaian kinerja RPJMD  sebagai wujud dari kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Karena masa berlaku RPJMD Kabupaten Malang tahun
2010-2015 Dberakhir pada tahun 2015 sedangkan RPJMD
Kabupaten Malang tahun 2016-2021 belum ditetapkan, maka
perencanaan pembangunan tahun 2017 yang diwujudkan dalam
RKPD Kabupaten Malang tahun 2017 disusun dengan
mendasarkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang Tahun 2005-2025
serta dengan memerhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun
2014-2019 dan RPJMN Tahun 2014-2019. Penggunaan RPJPD
tersebut  dimaksudkan  untuk  menjaga  kesinambungan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hal ini
sesuai dengan ketentuan yang ada di Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah pada pasal 287 ayat (2) disebutkan bahwa
bagi daerah yang belum memiliki RPJMD, penyusunan RKPD
berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD



kabupaten dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan
program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan
pembangunan daerah provinsi.

Secara umum tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Malang
Tahun 2016 dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut
1) Persiapan penyusunan RKPD; 2) Penyusunan Rancangan Awal
RKPD; 3) Penyusunan Rancangan RKPD; 4) Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD;
5) Perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan 6) Penetapan RKPD.
Adapun pendekatan yang ditempuh dalam tahapan-tahapan
penyusunan tersebut adalah pendekatan partisipatif, bottom up
dan top down, teknokratis dan politik dengan tetap
memperhatikan upaya pemecahan masalah secara faktual, yang
utama berkembang di masyarakat.

Dalam penyusunan RKPD, stakeholder turut berperan serta
melalui Forum  Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang). Musrenbang secara partisipatif dilakukan mulai
dari Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, forum SKPD dan
selanjutnya diformulasikan melalui forum Musrenbang RKPD
Kabupaten.

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2017 menjadi landasan
penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2017 dan
sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Malang
Tahun Anggaran 2017. Disamping itu juga menjadi pedoman
penyusunan Renja SKPD Tahun 2017.

RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah
digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun
berlandaskan RKPD. Diagram alir proses penyusunan RKPD
sampai dengan penyusunan APBD disajikan dalam Gambar
berikut ini.

Alur penyusunan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2017
dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut.



Gambar: 1.1

Bagan Alir Perumusan Awal prioritas dan Program Pembangunan
Daerah pada Tahap Penyusunan Rancangan Awal RKPD

[———=—

| RKP !
L_—~
Prioritas (Program)
Pembangunan Nasional th..(n)
Penyusunan Ranc.
Arah Kebijakan Pembangunan Awal RKPD Y
Lima Tahunan Periode ..(N) Telaahan
kebijakan
nasional
Indikasi Program
Prioritas th..(n)
— Perumusan Prioritas Pemb.,
Review prioritas prioritas dan Program, &

P dantarget | sasaran ]
Kegiatan th ...(n
program RPIMD pembangunan 9 (n)
A

Review hasil Pelaksanaan
evaluasi RKPD Forum Konsultasi
tahun lalu Publik

Rancangan Prioritas
Program & Kegiatan

Y Rancangan Prioritas

PENYELENGGARAAN Program & Kegiatan
v MUSRENBANG RKPD v
Renstra Program & Kegiatan th. (n) N Penyusu nan | Prioritas Program &
SKPD Renja_SKPD ”| Kegiatan th ...(n)

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD

Kabupaten Malang Tahun 2017 meliputi :

a.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2730);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana
Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4405);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);



Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana



telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007
tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam
Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);

. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1
Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 1 Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008
tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 1/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014

tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;



1.3.

6. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2008 tentang
Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 40/D), sebagaimana
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Malang Nomor 37 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2008 tentang
Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 6/C);

aa. Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2012 Nomor 4/D);

Hubungan Antar Dokumen

Dalam rangka mewujudkan sinergi perencanaan
pembangunan daerah dan nasional sesuai dengan amanah
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen RKPD disusun
dengan memperhatikan hubungan antar dokumen perencanaan
pembangunan lainnya, baik tingkat nasional, provinsi dan
kabupaten/kota yang mendukung perencanaan pembangunan.
Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka
menengah dan jangka tahunan nasional dijadikan dokumen acuan
terutama yang berhubungan dengan isu-isu strategis nasional
jangka panjang dan menengah, serta prioritas pembangunan

nasional.

Ditinjau dari hubungan antar dokumen, perencanaan
pembangunan daerah harus terintegrasi dan konsisten dengan
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Keuangan
Negara. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari beberapa dokumen
perencanaan mulai dari tingkat nasional hingga provinsi dan dari

tingkat provinsi ke tingkat kabupaten/kota.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN),
menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP). Oleh karena itu, ketiga dokumen nasional di
atas menjadi pedoman penyusunan RPJPD Provinsi, RPJMD
Provinsi, dan RKPD provinsi, dan selanjutnya juga menjadi

pedoman penyusunan RPJPD Kabupaten, RPUMD Kabupaten, dan



RKPD Kabupaten. RPJMD dan RKPD yang menjadi pedoman
dalam penyusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu
kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi
tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas
RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD.
Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan
rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Skema
hubungan antara dokumen di tiap tingkat pemerintahan disajikan

pada Gambar berikut ini :

Gambar 1.2
Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional,
Daerah dan SKPD

DIJABARKAN

RF-’JP PEDOMAN RP_JM RKP PEDOMAN RAPEN
Nasional Nasional
P PEDDMAN .
D 0 | PEDOMAN
PEDOMAN A —
acan MEMPERHATIKAN RENSEES i KIL
KL Abtan

DIJABARKAN

PEDOMAN

PEDOMAN

PEDOMAN PEDOMAN

MEMPER}

HATIKAN

RENSTRA
SKPD

A J
RPJPD RPJMD DUABARKAN
Kabupaten pebovan | Kabupaten
L PEDPMAN
@ RENSTRA PEDOMAN
SKPD I

[}
! | Acuan

PEDOMAN
RAPBD

RENJA
SKPD

PEDOMAN

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Adapun sistematika dokumen RKPD adalah sebagai berikut:
BAB1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1.3. Hubungan Antar Dokumen

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

1.5. Maksud dan Tujuan
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BABII EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU
DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD

Tahun 2015 dan Realisasinya
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA
KERANGKA PENDANAAN
3.1. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2017
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2017
4.3. Prioritas dan Program Pembangunan Daerah

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
TAHUN 2017

BAB VI PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan RKPD Tahun 2017:

a. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun
2017,

b. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas
pembangunan daerah tahun 2017;

c. Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan
pembangunan.

Adapun tujuannya:

a. Menjadi acuan bagi seluruh SKPD Kabupaten Malang dalam
penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renja—SKPD) Tahun 2017;

b. Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun
Anggaran 2017 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD
Tahun Anggaran 2017;
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Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program
kegiatan pembangunan antar wilayah, antar sektor
pembangunan dan antar tingkat Pemerintah;

Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.



